BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    11b     TAHUN 2006

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN KORBAN GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka penataan bangunan pada tahap rekontruksi pasca gempa bumi di Kabupaten Bantul perlu pengaturan tata laksana mendirikan bangunan;

b. bahwa tata laksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi ketentuan teknis bangunan, mekanisme pemberian Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB), Tim Konsultasi dan Pendampingan bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b,  perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ijin Mendirikan Bangunan , dan Tim Konsultasi dan Pendampingan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul Ijin Mendirikan Bangunan Korban Gempa Bumi di Kabupaten Bantul.



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian;

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang  Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang  Pajak Daerah dan retribusi Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tagun 2004 menjadi Undang-Undang;  

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang  Jalan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang  jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;


	Memperhatikan :
	Surat Bupati Bantul Nomor 361/2554 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pernyataan  Bencana Alam Gempa Bumi;



	MEMUTUSKAN  :



	Menetapkan  :
	PERATURAN BUPATI TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN KORBAN GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANTUL KABUPATEN BANTUL.




Pasal 1

KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tahap rekonstruksi adalah tahap pembangunan kembali infrastruktur pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul, yang lama waktunya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang yang berlaku;

2. Tim Konsultasi dan Pendampingan adalah Tim yang dibentuk untuk memberikan konsultasi dan pendampingan teknis mendirikan bangunan yang anggotanya terdiri atas unsure Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

3. Mendirikan Bangunan adalah mendirikan, memperbaiki atau mengubah suatu bangunan termasuk pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud;;

4. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah pemberian ijin untuk mendirikan, mengubah bentuk dan fungsi bangunan.
Pasal 2

Tata Laksana Mendirikan Bangunan
(1) Setiap mendirikan bangunan wajib mempunyai IMB.

(2) Persyaratan Teknis Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan teknis yang berlaku sesuai dengan jenis/tipe bangunan..

(3) Syarat Permohonan IMB:

a. Surat Bkti kepemilikan Tanah dapat berupa sertifikat, Letter C atau surat Pernyataan Kerelaan dari Pemilik Tanah yang diketahui oleh Dukuh dan Lurah.
b. Mengisi blangko permohonan yang disediakan di desa atau kecamatan yang dilampiri dengan foto copi KTP dan diketahui Dukuh dan Lurah;
c. Gambar desain bangunan yang disahkan oleh Tim Konsultasi dan Pendampingan atau Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
Pasal 3

Tim Konsultasi dan Pendampingan
(1) Tim Konsultasi dan Pendampingan adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan uji teknis mendirikan bangunan yang anggotanya terdiri atas Unsur Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

(2) Susunan dan Personalia Tim Konsultasi dan Pendampingan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
(3) Tugas Tim Konsultasi dan Pendampingan adalah :

a. Membantu perencanaan/ mencermati .usulan gambar design

b. Memberikan konsultasi/petunjuk pelaksanaan konstruksi bangunan;
c. Menyetujui kelayakan gambar teknis.

Pasal 4

Retribusi
Untuk memperoleh IMB tidak dipungut retribusi / biaya.
Pasal 5

Pelaksanaan
(1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini di koordinasikan oleh DPU..
(2) Keputusan Pemberian IMB diberikan oleh kepala DPU paling lambat 12 hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar.

.

Pasal 6
Penutup
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 1 Juni 2006

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor        20        Tahun 2006

Tanggal 20 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858
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